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ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah, melihat maraknya kasus korupsi yang terjadi di
tanah air, sejak Negara Indonesia mengakui eksistensinya sebagai negara yang berdaulat
hingga era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, para hakim dan aparat penegak hukum
masih belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam konteks pemberantasan
tindak pidana korupsi. Fakta riil menunjukkan, semakin banyak tersangka dan terdakwa yang
diadili di depan sidang pengadilan kemudian dimasukkan ke dalam sel tahan maka semakin
banyak pula koruptor wajah baru yang mengikuti jejak ritual-ritual korupsi tersebut, seolah-
olah sanksi yang dijatuhkan tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan
masyarakat. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia
masih sangat lemah, bahkan boleh dikatakan hakim dan aparat penegak hukum tidak serius
dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeran utama dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi di Indonesia. Oleh karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi syarat
bagi pelaku untuk tetap nekat melakukukan ritual korupsinya dengan motif yang berbeda,
baik dari aspek kualitas pelakunya dan kuantitas kerugiannya, yaitu corruption by need dan
corruption by greed. Oleh karena dua motif ini dipandang sama menurut penerapan
sanksinya di Indonesia, maka penulis bermaksud untuk mengkomparasikannya dengan
konsep fikih jinayah. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah, apakah
corruption by need dan corruption by greed dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam
fikih jinayah, bagaimana sanksi fikih jinayah terhadap corruption by need dan corruption by
greed.

Al-Qasd al-jin@’t dan ‘ugiibah adalah teori yang digunakan dalam menganalisis
permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, al-qasd al-jina’i lebih dititik beratkan untuk
menganalisis motif pelaku tindak pidananya, sedangkan ‘ugitbah difokuskan untuk
menganalisis aspek sanksinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk [library research.
Pengumpulan data melalui studi pustaka yang didasarkan pada data primer dan sekunder
yaitu corruption by need dan corruption by greed. Sedangkan analisis datanya menggunakan
deskriptif analitik dengan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa corruption by need dan corruption by greed
adalah dua motif korupsi yang berbeda dari aspek kualitas pelaku dan kuantitas kerugiannya.
Sehingga corruption by need dan corruption by greed tidak dapat dijadikan sebagai
rasionalisasi untuk diperbolehkannya melakukan tindak pidana korupsi tanpa harus
mempertimbangkan kondisi ekonomi pelakunya, baik kualitas ekonominya normal, tinggi
atau paceklik, maka tetap diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam fikih
jinayah tanpa adanya dispensasi. 2) Untuk mengurangi terjadinya perbuatan tindak pidana
korupsi di Indonesia, baik corruption by need maupun corruption by greed maka diperlukan
adanya kebijakan reflek dari majelis hakim dan aparat penegak hukum dengan merujuk
kepada undang-undang yang ada untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, dengan maksud
sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Kepada corruption by need diberlakukan hukuman penjara
terbatas, skorsing atau pemecatan, sekaligus pemiskinan atau perampasan aset, dan kepada
corruption by greed diberlakukan hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku corruption by
greed yang tidak sampai mengancam keamanan dan perekonomian negara, sedangkan
hukuman mati diberlakukan kepada corruption by greed yang menyebabkan terancamnya
keamanan dan perekonomian negara. Dengan istilah lain, penerapan sanksi kepada dua motif
korupsi ini berlaku istilah “batasan hukuman maksimal dan minimal”, semakin besar uang
yang dikorupsi semakin berat pula hukuman yang dijatuhkan. Sebaliknya, semakin kecil uang
yang dikorupsi maka semakin ringan pula hukuman yang dijatuhkan.

Keywords: Corruption by Need, Corruption by Greed, Al-Qasd Al-Jina’i, Al-‘Ugiibah.
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MOTTO

“Power tends to corruypt, and absolut power corrupts absolutely”

“Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut
cenderung korupsi absolute”.

(Lord Acton)
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(Mahatma Gandhi)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga
saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Mulai dari
pemerintah Soekarno hingga presiden Susilo Bambang Yudoyono kasus tindak
pidana korupsi semakin hari semakin bertambah dengan berbagai macam modus
yang dilakukan, di samping keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut,
oknum aparat penegak hukum sendiri banyak yang ikut berkolaborasi dalam ritual
korupsi.

Dari aspek loyalitas, pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
miskin integritas di mata dunia dan masyarakat nasional. Secara faktual,
seseorang dapat dikatakan baik mempunyai porsi yang berbeda antara penguasa
dengan rakyat. Konsep baik di mata rakyat cukup sederhana, hanya
memperlihatkan relasi baik antar individu dengan tuhan dan relasi baik antar
individu dengan msyarakat karena jarang yang berhubungan dengan urusan
keuangan. sedangkan konsep baik di mata penguasa berlaku hukum kebalikan,
seseorang dapat dikatakan dengan baik jika mau berhijrah dari dunia loyalitas ke
dunia korupsi, sedangkan seseorang yang tidak terpengaruh dengan doktrin

tersebut dianggap aneh dan tidak loyal.



Sungguh tidak heran jika Transparency Internasional (TI) memberikan
pernyataan, seperti dikutip M. Nurul Irfan, hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
tahun 2007 koalisi global untuk melawan korupsi menunjukkan bahwa Indonesia
berada di urutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan
sebesar 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006 2,4. Dengan nilai IPK tersebut, Negara
Indonesia masuk dalam daftar negara terkorup di dunia bersama dengan 71
negara yang skornya di bawah 3.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan dari akhir
tahun 2006 sampai awal 2007 terjadi peningkatan kasus korupsi hingga Rp. 14,4
triliun dari 161 kasus korupsi. Kebocoran terbesar terjadi pada pengadaan barang
dan jasa proyek pemerintah. Selama lima tahun, kebocoran dana pengadaan
barang dan jasa ini diperkiraan mencapai lebih dari 30% setiap tahun, ini akibat
tidak transparannya sistem belanja. Sejumlah aset koruptor yang berada di luar
negeri juga masih banyak yang belum berhasil dikembalikan. Hal ini sungguh
semakin memperkecil harapan semua pihak untuk bisa memberantas budaya
korupsi yang sudah mendarah daging di setiap tingkat birokrasi.

Lebih ironis lagi jika dikorelasikan dengan konsep ajaran agama yang
diyakini dan dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia yang banyak memiliki tata
aturan dan norma-norma yang membawa kepada kemaslahatan bersama' yang

sampai saat ini belum mampu mengambil langkah alternatif dalam

' Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Cetakan Pertama
(Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 5-6.



penanggulangan kasus korupsi, seakan-akan agama hanya dijadikan sebatas
wahana ibadah saja, dan sangat jarang teori keagamaan diaplikasikan untuk
mengembangkan negara khususnya dalam memberantas korupsi. Bahkan,
sepanjang sejarah Indonesia pejabat pemerintah yang notabenenya penganut
agama Islam, alumnus pesantren, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dan
perguruan tinggi umum lainnya tidak menjamin bisa terhindar dari kasus korupsi.

Melihat fenomena yang memperihatinkan ini, banyak timbul persoalan
yang sangat urgen untuk direorientasikan. Mengingat banyaknya kasus korupsi
yang terjadi tidak hanya dilakukan sepihak. Ketika berbicara masalah kebutuhan
hidup berdasarkan fakta yang terjadi di depan mata, pelaku tindak pidana korupsi
tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang ekonominya kelas menengah
ke bawah, mulai dari pejabat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan
pemerintah pusat dapat dikatakan sama saja, secara keseluruhan sudah banyak
oknum-oknumnya yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa harus membedakan
kelas ekonominya yang rendah, stabil, tinggi, maupun kebutuhan hidupnya yang
mendesak.

Oleh sebab itu, penulis memandang perlu untuk dijadikan sebagai catatan
penting kenapa tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dibendung dan
dihilangkan dari negeri ini, sehingga majelis hakim dan aparat penegak hukum

nyaris frustasi dan kehabisan teori untuk memberantasnya.



Menurut Artidjo Alkostar seperti dikutip Mahrus Ali dalam bukunya
Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, terdapat dua motif seseorang melakukan
tindak pidana korupsi yang umum terjadi di masyarakat. Pertama corruption by
need, dan kedua corruption by greed.’

Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih
sering terjadi diskriminasi dan kesenjangan sosial. Dengan istilah lain, hukum di
Indonesia seperti pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum Indonesia sangat
tegas dan konsisten kepada tersangka dan terdakwa kelas ekonomi menengah ke
bawah, dan hukum di Indonesia bisa sewaktu-waktu menjadi tidak berkutik alias
mandul jika dihadapkan kepada kaum elite. Secara hukum formil, penjatuhan
sanksi haruslah selaras dengan perbuatan dan tetap harus dipertimbangkan dengan
serius bagaimana unsur kejadian tersebut bisa dilanggar, apakah perbuatan
korupsi itu dilakukan karena semata-mata untuk menutupi kebutuhan hidup
keluarga ataukah semata-mata karena motif ekonomi atau rakus.

Dengan demikian, dari sekian problematika yang telah disebutkan, penulis
lebih memfokuskan kajian ini pada motif dan relevansi sanksi terhadap
corruption by need dan corruption by greed menurut bingkai fikih jinayah. Oleh
sebab itu, untuk ilustrasi lebih mendalam maka kajian ini akan dispesifikkan

melalui pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

2 Mahrus Ali, S.H, M.H, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan Pertama (Yogyakarta:
UII Press, 2011), him. 197.



B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, agar
permasalahan yang akan dikaji menjadi lebih realistik serta penulisan skripsi ini
mencapai tujuan yang optimal, kiranya perlu diuraikan rumusan masalah yang
didasarkan pada uraian latar belakang. Adapun rumusan masalah dalam skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah corruption by need dan corruption by greed dapat dianggap sebagai
tindak pidana dalam fikih jinayah?
2. Bagaimana sanksi fikih jinayah terhadap corruption by need dan corruption
by greed?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih detail apakah
corruption by need dan corruption by greed dapat dianggap sebagai tindak
pidana dalam fikih jinayah dan untuk mengetahui pula bagaimana sanksi

fikih jinayah terhadap corruption by need dan corruption by greed.

2. Kegunaan Penelitian
a. Manfaat Praktis
1) Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis

khususnya dalam fikih jinayah yang berkaitan dengan corruption



by need dan corruption by greed serta pengetahuan tentang fikih
jinayah dan hukum pidana positif lainnya secara luas.

2) Dapat memberikan solusi alternatif sekaligus masukan dalam
menyempurnakan dan meningkatkan moralitas bangsa dan negara
Indonesia.

b. Manfaat Teoritis

1) Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu pendidikan
terutama mengenai corruption by need dan corruption by greed di
Indonesia persfektif figh jinayah.

2) Memberikan manfaat bagi kalangan akademisi serta dapat menjadi
referensi bagi praktisi yang memerlukan untuk masa sekarang dan
mendatang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian terdahulu
yang memeliki judul skripsi yang relevan dengan judul skripsi yang diangkat

penulis yakni sebagai berikut:

Skripsi, karya Muhammad Hisbulloh tahun 2011 yang berjudul Korupsi

Kebijakan Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Dosen Jurusan Jinayah



Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta),” yang

menuangkan beberapa hasil penelitian yakni:

Pertama, Perbuatan korupsi menurut pandangan dosen jurusan Jinayah
Siyasah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian

negara.

Kedua, Kriteria korupsi kebijakan menurut pandangan dosen jurusan
Jinayah Siyasah adalah, tindakan membuat suatu kebijakan atau peraturan
dengan didasarkan pada niat buruk untuk melegalkan praktik-praktik korupsi,
dilakukan oleh pejabat publik atau orang yang berwenang untuk membuat suatu
kebijakan atau peraturan, dan korupsi kebijakan merupakan permulaan, yang

nantinya akan memunculkan korupsi pelaksanaan.

Ketiga, dosen jurusan jinayah siyasah memberikan pandangan mengenai
korupsi kebijakan, dalam perspektif hukum Islam, korupsi kebijakan memiliki
makna yang sama dengan perbuatan hirabah, gulil, dan risywah. Pendapat yang
paling dominan adalah pendapat yang menyatakan bahwa semua perbuatan

korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan yang sangat dilarang dalam Islam,

> Muhammad Hisbulloh, Korupsi Kebijakan Perspektif Hukum Islam “Studi Pandangan
Dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”
(Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).



perbuatan tersebut sesuai dengan pengertian yang ada dalam hukum Islam yaitu

gulil.

Keempat, sanksi hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku korupsi
kebijakan adalah ta’zir, yang dalam pelaksanaannya mungkin menyerupai, atau
bahkan melebihi hukum gisas dan hudiid, sesuai petimbangan hakim dengan

memperhatikan berbagai konteks yang relevan.*

Skripsi, karya Sigit Handoko, tahun 2003 yang berjudul Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Delik Suap dalam Hukum Pidana Indonesia. Hasil dari
penelitian ini adalah, pasal-pasal dalam KUHP tentang delik suap sudah tidak
mencukupi untuk dapat menjerat pelaku suap dimasa sekarang. Demikian pula
halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang
Tindak Pidana Suap yang masih membatasi terjadinya delik suap khusus bagi
pegawai negeri saja, sehingga kejahatan suap yang terjadi di luar lingkungan

pegawai negeri tidak terjerat hukum.’

Skripsi, karya Arif Fathurrahman, tahun 2011 yang berjudul Hukuman
Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah, hukuman pemiskinan hanyalah istilah untuk

*Ibid.,hal. 68-70.

> Sigit Handoko, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Suap dalam Hukum Pidana
Indonesia (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 79.



merujuk pada hukuman perampasan harta dan penyitaan aset kekayaan para
koruptor sampai pada suatu ukuran ketidakmampuan terpidana korupsi untuk
bermewah-mewahan atau melakukan tindakan korupsi lagi. Bentuk dari hukuman
pemiskinan dapat berupa denda, perampasan harta, dan penyitaan aset kekayaan,
dan lain-lain. Menurut hukum pidana Islam hukuman pemiskinan merupakan
jenis ‘ugitbah maliyyah (hukuman yang dikenakan pada harta) dan salah satu dari
implementasi kaidah sadd az-zari’ah yaitu menutup jalan agar pelaku tindak

pidana korupsi tidak melakukan korupsi lagi (residivis).®

Skripsi, karyaWahib Zain, tahun 2010 yang berjudul Tindak Pidana Suap
Studi  Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam. Hasil dari
penelitian ini adalah, persamaan dan perbedaan tindak pidana suap antara undang-
undang tindak pidana korupsi dengan hukum Islam. Persamaan tindak pidana
suap dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyuapan apabila pemberian hadiah
tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat Negara, penguasa atau yang
mempunyai kekuasaan dan pemberian hadiah tersebut berhubungan dengan
kedudukan atau jabatannya dengan maksud untuk memperlancar kepentingannya.
Perbedaan, dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan kriteria sudah

sangat jelas mengenai subyek tindak pidana suap dilakukan oleh perseorangan

® Arif Fathurrahman, Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut
Hukum Pidana Islam ( Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 100.
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ataupun korporasi, sedangkan dalam hukum pidana Islam lebih identik dengan

individu.’

Skripsi, karya Amat Barmawi, tahun 2004 yang berjudul Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif (Studi Pasal
372 KUHP). Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, dalam hukum positif
mempunyai persamaan dengan hukum Islam dalam tindak pidana penggelapan,
baik itu dalam hal pengertian, kriteria atau unsur-unsur, maupun dalam hal sanksi.
Namun, dalam hukum positif terdapat klasifikasi untuk membedakan sanksi bagi
pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu, penggelapan biasa, penggelapan ringan,
dan penggelapan dengan pemberatan. Kedua, pandangan hukum Islam tentang
tindak pidana penggelapan adalah bahwa tindak pidana penggelapan merupakan

suatu tindakan yang melanggar tata norma dan tujuan hukum Islam.®

Skripsi, karya Didik Isnayadi, tahun 2007 yang berjudul Permufakatan
Jahat Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 15
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Uundang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Hasil dari penelitian ini

adalah, bahwa permufakatan tindak pidana korupsi menurut pasal 15 Undang-

7 Wahib Zain, Tindak Pidana Suap Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana Islam (Skripsi Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 79.

¥ Amat Barmawi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam
Hukum Positif “Studi Pasal 372 KUHP” (Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004), hlm.
67.
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Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidan Korupsi tidaklah bertentangan dengan syari’at Islam. Karena pada
dasarnya tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori jarimah ta’zir yaitu
jarimah yang mencakup seluruh tindak pidana yang tidak mencakup dalam
Jjarimah hudiid dan gisas-diyat dan juga jarimah yang belum sempurna (jarimah
gair tammah). Jarimah ta’zir yang Kketentuan berat ringannya hukuman
merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkannya sesuai dengan kehendak

dan kemaslahatan umat.’

Skripsi, karya Muhamad Arafah, tahun 2010 yang berjudul Percobaan
Tindak Pidana Korupsi (Studi Atas Pasal 15 Undang-Undang Nomr 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana
Islam). Hasil dari penelitian ini adalah, percobaan dalam pasal 15 Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mempersamakan hukuman
bagi pelaku korupsi, secara jelas akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi
siapa saja yang dikenakan dengan ancaman hukuman yang demikian, karena
percobaan tindak pidana korupsi dapat dihukum berat dan dimungkinkan dijatuhi

hukuman lebih berat dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini

° Didik Isnayadi, Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana
Islam “Analisis Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi’( Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007), hlm. 102.
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bertentangan dengan keadilan yang mana hukuman itu harus sebanding dengan

perbuatan yang telah dilakukan.'

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut di atas menunjukkan, bahwa
penelitian sebelumnya tidak ada yang memeliki persamaan dengan penelitian ini,
baik pada posisi subyek maupun obyeknya. Selain itu, belum pernah ada juga
peneliti sebelumnya yang meneliti judul dengan subyek dan obyek yang sama
dengan penelitian ini. Sehingga skripsi yang berjudul, “Corruption by Need dan
Corruption by Greed Di Indonesia Perspektif Figh Jinayah” dinilai layak untuk

dikaji lebih lanjut dan dijadikan sebagai objek penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Mayoritas masyarakat dunia memiliki persepsi yang sama bahwa perilaku
korupsi dipandang sebagai perilaku bejat dan tidak terpuji, bahkan di Indonesia
sendiri prilaku korupsi dipandang sebagai perilaku yang merampas kesejahteraan
rakyat bahkan dapat dikatakan perilaku yang menyengsarakan kehidupan bangsa
dan negara, karena perilaku korupsi lebih banyak menimbulkan nilai-nilai negatif,

seperti hilangnya hak-hak rakyat.

Untuk menjawab berbagai macam persoalan yang ada dalam skripsi ini,

penulis menggunakan dua macam teori, yaitu al-qasd al-jina’t dan al- ‘uqiibah.

' Muhamad Arafah, Percobaan Tindak Pidana Korupsi “Studi Atas Pasal 15 Uu No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam”
(Skripsi Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010), hlm. 86.
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1. AL-Qasd Al-Jina’t

Niat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah 45 yang akar katanya

ide—dls—Ssu—y artinya bermaksud, berniat, atau menyengaja. : o) ¢

berarti menyengaja sesuatu."

Sedangkan niat secara definitif, adalah
keinginan untuk melakukan sesuatu secara sadar dan sengaja. Niat terletak

dalam hati dan merupakan syarat untuk keabsahan suatu ibadah."

Secara terminologi, al-gasd al-jina’t atau dalam hukum pidana positif
dikenal dengan istilah “maksud melawan hukum” adalah kecenderungan niat
pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang menurut
pengetahuannya dilarang, atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud
melawan hukum, seperti orang yang melempar batu dari jendelan dengan

maksud melukai orang yang sedang lewat."

Bentuk-bentuk al-gasd al-jind’t atau “maksud melawan hukum”

adalah sebagai berikut:

a. Maksud yang umum dan maksud yang khusus

"'S. Askar, Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah & Praktis (Jakarta:
Senayang Publishing, 2010), hlm. 978.

12 Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 11 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 127.

" Dr. Ahsin Sakho Muhammad dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 1I, Cetakan
Pertama (Bandung: Kharisma Ilmu, 2008), Him. 82.
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b. Maksud tertentu dan maksud tidak tertentu
c. Maksud langsung (qasd mubdsyir) dan maksud tidak langsung (gasd

gair mubasyir)."

2. Al-‘Uqgubah

Al-‘Ugiibah dalam bahasa Arab merupakan bentuk verbal dari kata

olie Lsace—Lgaco—Lac—Ca—C e, atau dalam bentuk pluralnya disebut

dengan —\is yang artinya “siksa, sanksi, atau hukuman”."

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia,’ ugithah (sanksi) didefinisikan
sebagai suatu hal tidak menyenangkan yang diberikan atau diperoleh untuk
suatu perilaku. Biasanya sanksi bersama-sama dengan ganjaran, digunakan
sebagai suatu sistem atau alat untuk mendidik. Bila perilaku yang terjadi
adalah yang tidak diharapkan atau diinginkan adanya pada anak didik, sanksi
diberikan. Sebaliknya, bila yang terjadi perilaku yang diinginkan pada anak,

maka ganjaran diberikan.'

A. Djazuli menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah

bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan

4 Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Cetakan Pertama

(Yogyakarta: Teras, 2009),, Him. 93-95.

' A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap (Surabaya: Pustaka

Progressif, 1997), hlm. 952.

" Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 6 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), him. 489.
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menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai 4,

onllell) untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia."”

Abd Qadir ‘Awdah mengilustrasikan bahwa yang dimaksud dengan
sanksi adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan

masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.'®

menurut Abd Qadir ‘Awdah, prinsip-prinsip penjatuhan sanksi
(seperti dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dalam Ensiklopedi Hukum

Pidana Islam) yang dapat mewujudkan tujuan sanksi adalah sebagai berikut:

a. Sanksi yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk tidak
melakukan tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi.

b. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat

c. memelihara masyarakat dari kejahatan pelaku tindak pidana

d. Semua sanksi yang menghasilkan kemaslahatan individu dan
memelihara kemaslahatan masyarakat adalah sanksi yang disyari’atkan

e. Mendidik pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas

pelaku tindak pidana, melainkan sebagai perbaikan dirinya

"7 Prof. Drs. H. A. Djazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,
Cetakan Kedua (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 25.

'8 Abd Qadir ‘Awdah, As-Tasyri Al-Jina'i Al-Islam, Jilid I (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi,
tt), him. 609.
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Semua sanksi dengan berbagai bentuknya adalah pendidikan (fa’dib),
perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan

dosa (tindak pidana)."

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, metode dan penelitian. Metode
berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau jalan untuk
mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang
mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu
dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematik dan sempurna terhadap
permaslahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, metode penelitian adalah
suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan

yang sedang dihadapi.”

Oleh sebab itu, untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal,
sistematis, metodis, dan juga secara moral dapat dipertanggungjawabkan, sebuah
penelitian mempunyai metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat

penelitian, sumber data, pendekatan penelitian dan analisis data.

¥ Dr. Ahsin Sakho Muhammad dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III, Cetakan
Pertama (Bandung: Kharisma Ilmu, 2008), him. 20-21.

2 Ir. T Made Wirartha, M.Si, Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: Andi, 2006),
him. 76.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian pustaka
(library research), Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah
dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal,
majalah, media online, dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan

judul skripsi ini.*!

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah perspektif analitik. Perspektif berarti
memberikan penilaian, Apakah corruption by need dan corruption by greed
dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam fikih jinayah dan bagaimana
sanksi fikih jinayah terhadap corruption by need dan corruption by greed.
Analitik adalah jalan atau cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang
akan diteliti dengan jalan memilih antara pengertian satu dengan pengertian
lain untuk memperoleh kejelasan secara obyektif. Penelitian yang paling

utama adalah berusaha menggambarkan dan menganalisis konsep.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif-syar’i. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada

z Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 9.



18

berdasarkan norma-norma yang berlaku. Syar’’, yaitu mendekati
permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum syar’i, baik berupa
Al-Qur’in, al-Sunnah maupun ijtihad ‘ulama. Dalam hal pendekatan yang
lebih tepat dijadikan oleh penulis sebagai pendekatan dalam pemecahan pada
permasalahan ini adalah pendekatan istihsan atau dengan kata lain teori teori

niat dan ‘uqitbah.

4. Pengumpulan Data

Data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui metode
dokumentasi yang akan ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber
kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder, dengan metode ini akan
membantu peneliti dan melihat bahan pustaka yang berkaitan dengan tindak
pidana korupsi khususnya yang menyangkut dengan judul penelitian ini
(Corruption by Need dan Corruption by Greed di Indonesia Perspektif Figh

Jinayah).

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan dengan
metode deduktif. Metode deduktif adalah metode pendekatan dari kebenaran
umum mengenai suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan
kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama

dengan fenomena yang bersangkutan.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama,
pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua al-qasd al-jina’t dan ‘ugiitbah membahas tentang al-qasd al-

jind’t dan ‘ugibah.

Bab ketiga korupsi di Indonesia: corruption by need dan corruption by
greed meliputi, definisi korupsi, indeks persepsi korupsi di Indonesia, faktor-
faktor penyebab terjadinya korupsi, jenis-jenis korupsi dan corruption by need

dan corruption by greed.

Bab keempat analisis hukum pidana Islam terhadap corruption by need
dan corruption by greed membahas tentang, diferensiasi corruption by need dan
corruption by greed dalam fikih jinayah dan realisasi sanksi fikih jinayah

terhadap corruption by need dan corruption by greed.

Bab kelima penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ilustrasi di atas menunjukkan bahwa, fikih jinayah

memberikan pandangan yang berbeda terhadap corruption by need dan

corruption by greed, baik dari segi eksistensi maupun aspek sanksi pidananya,

yaitu sebagai berikut:

1.

Corruption by need dan corruption by greed dapat dianggap sebagai
tindak pidana dalam fikih jinayah karena mengandung dua unsur esensial
jika mengacu kepada teori al-qasd al-jina’1, yaitu unsur “sengaja” dan
“maksud melawan hukum”.

Sanksi fikih jinayah terhadap corruption by need dan corruption by greed
adalah jarimah ta’zir dengan memberlakukan istilah “sanksi batasan
maksimal dan sanksi batasan minimal”, yaitu penjara terbatas, skorsing
atau pemecatan, dan ganti rugi atau perampasan aset terhadap pelaku
tindak pidana corruption by need. Sedangkan sanksi terhadap corruption
by greed dibedakan kepada dua macam, pertama, penjara seumur hidup
bagi pelaku tindak pidana corruption by greed yang tidak sampai
mengancam keamanan dan perekonomian negara, sedangkan pidana mati
adalah diberlakukan bagi corruption by greed yang mengakibatkan
terancamnya keamanan dan perekonomian negara berdasarkan prinsip-

prinsip penjatuhan sanksi.
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B. Saran-saran

Dalam mewujudkan negara yang adil dan bersih dari korupsi demi
tercapainya cita-cita bangsa dan negara, sudah sekian tahun rakyat Indonesia
menangis dan menderita sambil menunggu kapan kesejahteraan itu segera
datang, kapan kesenjangan segera berakhir, di mana keadilan itu bersembunyi,
kapan pendidikan dan kesehatan itu bisa bersahabat dengan rakyat kecil. Inilah
mimpi yang tak pernah hilang dari hati dan pikiran rakyat. Salah satu pemicu
terbesarnya kenapa mimpi dan cita-cita bangsa Indonesia belum bisa terjawab
dengan aplikasi adalah karena virus korupsi yang tidak mengenal kasih dan

saying belum bisa dihilangkan dari bumi pertiwi ini.

Dengan demikian, penulis memberikan saran khususnya kepada pihak-

pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Corruption by need dan corruption by greed tidak dapat dijadikan sebagai
alasan untuk melakukan perbuatan korupsi, bagaimana pun kondisinya
segala bentuk perbuatan dan motif korupsi tetap digolongkan sebagai
perbuatan tindak pidana dalam fikih jinayah tanpa adanya dispensasi.

2. Untuk mengurangi terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi di
Indonesia, baik corruption by need maupun corruption by greed maka
diperlukan adanya kebijakan reflek dari majelis hakim dan aparat penegak
hukum untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, dengan maksud sanksi
yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan seluruh

masyarakat Indonesia.
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LAMPIRAN I

BIOGRAFI TOKOH
DR. ‘ABD QADIR ‘AWDAH

‘Abd Qadir ‘Awdah adalah Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir pada
tahun 1930, selaku mahasiswa yang terbaik. Dan selagi duduk sebagai mahasiswa, ia adalah
teladan utama dari kawan-kawannya, karena ia adalah seorang pemuda yang taat kepada
Allah SWT. dan senantiasa membentengi dirinya dari percikan riak gelombang penyakit
masyarakat yang sering mengenai diri para pemuda pelajar.

Dan setelah mencemplungkan dirinya ke dalam masyarakat, maka Abd Qadir ‘Awdah
duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Ia adalah tangan kanan dari Mursyidil ‘Am,
Pemimpin Umum “Ikhwanul Muslimin”, Hasan Albanna, yang menemui syahidnya dalam
pelukan peluru yang dilepaskan oleh orang-orang sewaan Raja Farouk. Karena dapatlah
dimengerti, bahwa Abd Qadir ‘Awdah dalam masyarakat adalah otak dan roh dari organisasi
yang ia pimpin.

Dalam Negara, Abd Qadir ‘Awdah adalah seorang Hakim yang sangat dicintai oleh
Rakyat, karena dalam memutuskan suatu perkara, pedoman utamanya adalah Syari’at, dan ia
hanya mau menjalankan Undang-undang bila ia yakin, bahwa Undang-undang itu tidak
bertentangan dengan Syari’at.

Abd Qadir ‘Awdah adalah seorang Hakim yang anti kepada Farouk, Raja Mesir yang
telah bejat moralnya itu. Karena itu, bersama-sama dengan kawan-kawannya yang sefaham
beserta tokoh-tokoh militer yang penting ia turut aktif menggulingkan rezim Farouk yang
zalim itu. Dan setelah segala sesuatunya benar-benar matang, maka dengan perhitungan yang
tepat ia turut mencetuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang itu pada tahun 1952 yang
dipelopori oleh Jenderal Muhammad Najib dan Letnan Kolonel Jamal Abdul Nasser. Dan
karena kepercayaan Dewan Revolusi kepadanya sebagai seorang ahli hukum, maka ia
diangkat sebagai Pembentuk Undang-Undang Dasar Mesir yang baru. Di samping itu pada
tahun 1953 ia juga telah memperkenankan permintaan pemerintah Libya untuk merumuskan
bentuk Undang-Undang Dasar Libya itu.

Tetapi oleh karena revolusi itu sering memakan kawan dan anaknya sendiri, Abd
Qadir ‘Awdah terserang fitnah sehingga atas perintah Perdana Menteri Jamal Abdul Nasser ia
terpaksa mengakhiri lembaran sejarah hidupnya dalam suatu drama tiang gantungan, syahid

bersama lima orang rekannya pada tanggal 8 Desember 1954. Peristiwa ini sangat



mengejutkan dunia, terutama dunia islam, karena putusan seperti itu dirasakan dunia tidak
wajar dalam suatu Negeri Islam di tengah abad peradaban dunia yang telah bertambah maju.
Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia mengirim kawat (telepon, pen.) ke Mesir untuk
mencegah hukuman yang zalim itu, tetapi sayang tidak berhasil.

Abd Qadir ‘Awdah juga seorang penulis, dan selaku seorang pengarang ia banyak
menulis bermacam-macam buku, terutama yang berkenaan dengan hukum dan
ketatanegaraan. Di antara karangan-karangannya yang banyak itu adalah at-tasyri’ al-jina’t
al-islami. Buku tersebut ditulis beliau dizaman pemerintahan Farouk sedang berkuasa, dan
pemerintah Mesir yang Islam itu, menurut Abd Qadir ‘Awdah adalah hanya merupakan
boneka dan kaki tangan kaum Imperialis belaka.

Dalam buku tersebut Abd Qadir ‘Awdah menulis secara populer di mana beliau
mengemukakan dalil-dalil yang jitu menurut Ilmu Hukum tentang betapa lemahnya
Perundang-undangan ciptaan manusia (sekuler) dibanding dengan Undang-undang Syari’at
[lahi. Tinjauan Abd Qadir ‘Awdah yang istimewa itu adalah merupakan kuliah yang berharga
sekali bagi setiap orang yang ingin mendalami hukum dan Syari’at Islam. Dan sungguh tepat
sekali bila Prof. Abd. Kahar Muzakkir menganjurkan kepada mahasiswa Universitas Islam
Yogyakarta untuk menelaah buku tersebut. Karena selain pembahasannya dijalin beliau
dengan gaya bahasa yang populer, terdapat pula keistimewaannya yang lain, bahwa ia ditulis
dengan jeritan semangat Islam dan Iman yang membara.

Demikianlah sekilas riwayat hidup Abd Qadir ‘Awdah sebagai seorang Ahli Hukum

yang masyhur, seorang Pengarang dan seorang Pemimpin terkemuka.
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Nama

Tempat, tanggal lahir
Alamat Asal

: Abdullah

Alamat Yogyakarta : Sapen, Jogja, D.I. Yogyakarta.

DATA KELUARGA
Nama Ayah : Kamaruddin Nasution (alm)
Nama Ibu : Hindun Nasution
Saudara : Husna Nasution
Duma Sari Nasution
Sakinah Nasution
Masna Nasution
Hasbullah Nasution
RIWAYAT PENDIDIKAN

1.

A

SDN Binanga Mandailing Natal

MTSS Ma’had Dar Al-Ikhlash Mandailing Natal

MAS Ma’had Dar Al-Ikhlash Mandailing Natal

MAS Mushthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal
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: Sabaopur, 03 April 1988, Mandailing Natal-Sumatera Utara
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